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Abstract 
Islamic studies at public universities is essentially has 
similarities with the Islamic material in Islamic 
universities, but more general, which developed into 
several faculties and programs. However, the aim is to 
make the students have a broad knowledge of Islam, a 
profound awareness of the attitudes and behaviors, as 
Muslims and citizens of Republic of Indonesia. Islam as a 
doctrine that contains legal and social institutions can be 
researched from the religious approach and religious 
studies. However, religious studies will provide the scope 
of the study, broader objectives, contextual, dynamic, and 
solutions to the development of people's lives. The 
excellent research in the field of Islamic law are to be 
done and developed by academics (lecturers) and 
researchers by using variety methodological approaches, 
especially qualitative. For that, there needs to be a 
synergistic networking among public universities and 
religious universities in improving the quality of Tridarma, 
in education and teaching of Islamic education, as well as 
research and community service. 
Kata Kunci: Tradisi Keilmuan, Islam, dan Perguruan Tinggi 
Umum 
 
A. Pendahuluan 
Kajian keilmuan Islam (Islamic siceinces) dan umumnya 
pengetahuan agama merupakan mata kuliah pokok yang wajib 
diajarkan bagi mahasiswa di perguruan tinggi umum seperti 
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Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan, 
dan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Penulis sebagai dosen 
agama Islam di Universitas Lambung Mangkurat ini, melalui 
tulisan ini ingin mengeluarkan pemikiran judul di atas bahwa 
keilmuan Islam bukan saja dikaji di perguruan tinggi agama islam 
(PTAI), tetapi juga di perguruan tinggi umum (PTU) seperti di 
tempat penulis mengajar di PTU tersebut.  
Islam sebagai agama, di dalamnya mengandung doktrin 
Islam, di mana doktrin Islam mengandung ajaran yang bersifat 
normatif seperti aspek dan aspek ibadah serta aspek akhlak. Dari 
aspek ibadah, agama Islam mengandung beban kewajiban (taklif) 
kepada penganutnya untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam 
dalam bentuk ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu 
mahdhah. Bila dianalisis dari perspektif fiqh (hukum Islam), taklif 
menunjukkan suatu kewajiban normatif-syar‟iyyah yang dalam tataran 
implementasi tidak terlepas dari pemikiran dan kultur-budaya yang 
dianut oleh masyarakat muslim setempat, baik bersifat individual 
(fardhu „ain) ataupun kolektif (fardhu kifa‟i).  
Dengan kata lain, tataran nilai-nilai syar‟iyah yang bersifat 
konseptual-absolut dalam tataran realitas-implementatif menghasilkan 
suatu produk hukum yang dinamakan fiqh. Bahkan, fiqh yang lebih 
diorientasikan pada tataran kultur-budaya untuk diimplementasikan 
dan dianut nilai-nilianya menghasilkan suatu aturan hukum yang 
dinamakan dengan qanun. 
Dengan paparan singkat di atas tentang fiqh dan qanun 
merupakan wilayah kajian dan penelitian hukum Islam (fiqh Islam) 
yang sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, terutama 
berkaitan dengan nilai praktikal ibadah dan mu‟amalah sehingga 
membutuhkan suatu aturan sosial sebagai kontrol hukum dan kontrol 
perilaku masyarakat, yang dinamakan dengan pranata sosial yang 
bersumber dari nilai-nilai Islam. Namun, Islam juga 
mengembangkan tradisi keilmuannya, sejak masa Rasul 
Muhammad Saw. Pada masa itu, ketika Rasul menerima wahyu, 
terus beliau mengajarkannya kepada para sahabat. Bahkan budaya 
menulis dan menyimak juga diperkenankan pada masa Rasul 
hingga masa sesudahnya. Jadi, Islam dalam konteks tradisi 
keilmuan Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan 
zaman, dan terus dikembangkan oleh masyarakat Islam sesuai 
Tradisi Keilmuan Islam…. (Rafi‟ah Gazali) 
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan 
85 
dengan kondisi daerah, wilayah, negara, dan kultur-budaya 
masyarakatnya yang tetntunya tidak boleh menympang dari 
sumbernya yakni Al-Qur‟an dan Hadits. Membudayakan tradisi 
keilmuan Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan di 
dunia pendidikan, baik pendidikan Islam yang dikembangkan di 
perguruan tinggi umum maupun di perguruan tinggi agama Islam. 
Tulisan ini secara khusus akan membahas membudayakan 
tradisi keilmuan Islam di perguruan tinggi, terutama menyoroti 
aspek metodologisnya, yakni metodologi penelitian guna 
mengembangkan teori dan wacana keilmuan Islam pada era 
kontemporer. Namun demikian kajian akan penulis batasi terutama 
dari bidang keilmuan Islam tertentu, yakni hukum Islam dan 
pranata sosial. Ini dimaksudkan supaya kajian lebih fokus dan 
terbatasnya ruang halaman atikel yang memang harus dibatasi dan 
memerlukan pembatasan. 
 Dalam tinjauan kajian dan penelitian ilmiah, di Indonesia, 
misalnya keilmuan Islam diklasifikasi oleh Lembaga Ilmu 
Pngetahuan Indonesia (LIPI) terbagi menjadi delapan bidang 
disiplin ilmu keislaman, di antaranya bidang ilmu hukum Islam dan 
pranata sosial. Klasifikasi keilmuan Islam (ilmu keislaman), di 
antaranya ilmu fiqh (hukum Islam) dan pranata sosial akan disoroti 
dari aspek metodologi penelitian guna mengembangkan terori-teori 
sekaligus pengembangan ranah metdologisnya. Persoalannya, 
adalah “Bagaimana mentradisikan keilmuan Islam di PTU di 
bidang hukum Islam dan pranata sosial untuk dapat 
mengembangakan teori ilmu tersebut?” 
 
B. Pembahasan 
1.  Mendudukkan keilmuan Islam di PTU: Landasan 
Legalitasnya 
 Dalam teraturan perundangan, bahwa setiap peserta didik, 
dari tingkat pendidikan dasar dan menengah sampai tingkat 
pendidikan tinggi, mereka wajib mendapatkan pendidikan agama, 
termasuk penddikan agama Islam. Dengan demikian, mahasiswa 
wajib mengikuti kuliah pendidikan agama Islam yang dimasukkan 
sebagai komponen MKDU. Dalam pembahasan ini, penulis akan 
menguraikan mengenai mendudukkan mata kuliah pendidikan 
agama Islam (keilmuan Islam) di PTU yang meliputi landasan 
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hukumnya, problematika sekaligus prospeknya. Menurut pendapat 
Sri Rahayu, ia menjelaskan lewat tulisan makalah berjudul 
“Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum 
(Kedudukan, Problem dan Prospeknya)”1 membantu penulis 
dalam menjelaskan kedudukan pendidikan Islam di PTU.  
Oleh sebab itu, ada empat hal yang secara singkat ingin 
penulis ungkap yaitu: dasar hukum, kedudukan, problem, dan 
harapan pendidikan Islam diajarkan di PTU. 
 
a. Landasan Legalitas Pendidikan Islam di PTU 
Dari aspek historis dan perkembangan pendidikan agama, 
termasuk pendidikan Islam, di PTUm kala lahir pula undang-
undang yang mengatur tentang pendidikan agama di PTU, secara 
kronologis dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
(1)  UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan 
dan Pengajaran di Sekolah 
Dalam UU ini mengatur dasar-dasar dikjar berlaku se 
Indonesia untuk seluruh tingkat pendidikan dari tingkat dasar 
hingga perguruan tinggi. Undang-Undang ini seluruhnya 17 bab 
dan 30 pasal. Uniknya Undang-Undang ini tidak begitu dikenal, 
sehingga sulit menemukannya dalam referensi Undang-Undang 
pendidikan. Dalam UU ini, kedudukan pendidikan Agama Islam di 
Perguruan Tinggi Umum belum dibicarakan secara spesifik. Baik 
itu dalam tujuan umum pendidikan maupun dalam tujuan 
pendidikan tinggi. Sri Rahayu menjelaskan: 
Kutipan pasal 3, pasal 7 ayat 4 dan pasal 20 yang menun 
jukkan hal tersebut: 
Pasal 3: Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk 
manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 
Pasal 7: (4) Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi 
kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat 
memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat 
memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan. 
Pasal 20: 
                                                          
1http://pelawiselatan.blogspot.com/2011/07/pendidikan-agama 
islam-pada-perguruan.html, 23 Oktober 2013 
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(1) Dalam sekolah-sekolah Negeri diadakan pelajaran agama; orang 
tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti 
pelajaran tersebut. 
(2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah 
negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri 
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama 
dengan Menteri Agama.2 
 
 
Dari analisis UU di atas Sri Rahayu menyatakan: 
Bahwa tidak tercermin adanya perhatian terhadap usaha 
pembinaan mental spiritual dan keagamaan secara terus menerus 
melalui proses pendidikan. Dengan kata lain kedudukan 
pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang ini masih sangat 
lemah. Kondisi ini bisa dipahami jika kita meninjau perjalanan 
hadirnya Undang-Undang ini, bahwa Undang-Undang No. 4 tahun 
1950 tidak lahir dengan begitu saja, tapi melalui proses panjang 
seperti halnya pembentukan UU Sisdiknas tahun 2003 yang sulit 
untuk disahkan karena banyak kepentingan, baik secara politik, 
sosial, budaya, ekonomi dan emosi (sentiment) keagamaan turut 
ikut serta di dalamnya (terutama jika mengingat tahun 1950-an 
Partai Komunis Indonesia masih „berkuku‟ di parlemen).3 
(2)  Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 daan UU Nomor 
22 Tahun 1961. 
Menurut Sri Rahayu bahwa: 
Selanjutnya Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi baru 
dimulai sejak tahun 1960 dengan adanya ketetapan MPRS No. II/ 
MPRS/1960 yang berarti pendidikan agama sebelum itu secara 
formalnya baru diberikan di Sekolah Rakyat sampai dengan 
Sekolah Lanjutan Tingkat atas saja. Adapun dasar operasionalnya, 
pelaksanaan pendidikan Agama di Perguruan Tinggi tersebut 
ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan 
Tinggi. Dalam BAB III Pasal 9 ayat 2 sub b, terdapat ketentuan 
sebagai berikut: ”Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan 
Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran dengan pengertian 
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bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan 
keberatan”.4 
(3) Tap MPRS XXVII/ MPRS/1966  
Dalam Ketetapan MPRS tersebut , Bab I pasal 1 berbunyi: 
“Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di 
sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan Universitas-
Universitas Negeri.” 
Peristiwa G.30.S.PKI memang rajutan sejarah yang telah 
memberikan luka mendalam serta pelajaran mahal bagi bangsa 
Indonesia. Terlepas dari beberapa fakta yang memunculkan ada 
skenario apa sebenarnya di balik peristiwa G.30.S.PKI, yang jelas 
peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa Indonesia untuk 
lebih waspada akan menyelusupnya paham-paham yang 
menjauhkan bangsa ini dari kehidupan beragama.  
(4) UU No. 2 tahun 1989 
Dalam UU tersebut, menunjukkan kedudukan Pendidikan 
Agama Islam di Perguruan Tinggi dalam Undang-Undang ini 
secara umum tertuang dalam tujuan Pendidikan Nasional 
tercantum dalam Bab II pasal 4 yang berbunyi:  
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan.  
Kemudian dari segi kurikulum, telah dinyatakan dalam 
pasal 39 ayat 2, yaitu: 
Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikah 
wajib memuat: 
a. pendidikan Pancasila; 
b. pendidikan agama; dan 
c. pendidikan kewarganegaraan.  
(5) PP No. 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi 
UU ini ditetapkan tanggal 10 Juli 1990. Dalam PP ini, Bab 
II pasal 2: 
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Tujuan Pendidikan Tinggi dinyatakan: 
(1) Tujuan pendidikan tinggi adalah:  
  a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang 
dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;  
  b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya 
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 
kebudayaan nasional. 
(2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1):  
  a. tujuan pendidikan nasional;  
  b. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan; 
(3) Kepentingan masyarakat; serta memperhatikan minat, 
kemampuan dan prakarsa pribadi. 
Dari uraian di atas dipahami, bahwa kutipan pasal-pasal di 
atas, terlihat walaupun tujuan Pendidikan Tinggi menekankan pada 
nilai-nilai akademik dan professional namun tetap berpedoman 
pada tujuan pendidikan nasional.  
(6) UU No. 2 tahun 1989 dengan PP No. 30 tahun 1990, 
Kedua aturan di atas menunjukkan „benang merah‟ antara 
UU No. 2 tahun 1989 dengan PP No. 30 tahun 1990, yang 
semuanya menunjukkan kedudukan Pendidikan Agama Islam di 
Perguruan Tinggi umum semakin diperhitungkan. 
(7) UU Nomor 20 tahun 2003.  
Dalam UU No. 20 tahun 2003, dalam Bab II pasal 3 
dinyatakan bahwa: 
 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
Dalam pasal 37 ayat 2 tentang kurikulum dinyatakan: kurikulum 
pendidikan tinggi wajib memuat:  
a. pendidikan agama; 
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b. pendidikan kewarganegaraan; dan 
c. bahasa. 
 
Sri Rahayu menjelaskan sebagai berikut: 
Mengacu pada kutipan di atas, maka jelaslah bahwa 
kedudukan pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum 
dalam UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 
menempati posisi yang diperhitungkan, yaitu sebagai mata kuliah 
wajib. Ataupun dengan kata lain pendidikan agama islam telah 
menjadi bagian dalam sistem pendidikan nasional. Namun 
sayangnya masih ada Perguruan Tinggi Umum yang belum 
melaksanakannya, terutama Perguruan Tinggi Umum swasta yang 
tidak memiliki political will yang jelas.  
Mata kuliah Pendidikan Agama pada perguruan tinggi 
dalam proses belajarnya menggunakan sistem kredit semester yang 
masing-masing perguruan tinggi menggunakan jumlah dan besar 
SKS yang bervariasi. Rata-rata pendidikan agama Islam di 
perguruan tinggi hanya mendapat 2 SKS dalam satu semester awal 
yang dimasukkan dalam komponen mata kulian MKDU (Mata 
Kuliah Dasar Umum).  
Kemudian muncul SK Mendiknas No.232/U/2000 pada 
tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa, pada Bab I; Ketentuan Umum, yaitu pada pasal 1 ayat 
7 dinyatakan bahwa Kelompok matakuliah pengembangan 
kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran 
untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa 
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.5  
Selanjutnya, ungkap Sri Rahayu bahwa: 
PAI di perguruan tinggi umum, menurut Keputusan Dirjen 
Dikti Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang 
Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan 
Kepribadian di Perguruan Tinggi menjelaskan Visi dan Misi Mata 
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kuliah Pengembangan Kepribadian serta Kompetensi MPK 
sebagai berikut:  
Pasal 1: 
Visi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 
Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai 
dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program 
studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya 
sebagai manusia Indonesia seutuhnya. 
Pasal 2: 
Misi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 
Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa 
memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu 
mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudyaan, rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, 
menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggungjawab. 
Pasal 3: 
Kompetensi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian 
(MPK) 
(1)  Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai 
mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, 
budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-
nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki 
kepribadian yang mantap; berpikir kritis; bersikap rasional, 
etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap 
demokratis yang berkeadaban. 
(2)  Kompetensi dasar untuk masing-masing mata kuliah 
dirumuskan sebagai berikut : 
a. Pendidikan Agama 
Menjadi ilmuwan dan profesional yang beriman dan bertaqwa 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan memiliki 
etos kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan 
kehidupan. 
Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa kedudukan pendidikan 
agama Islam di perguruan tinggi umum secara yuridis telah 
mengalami restrukturisasi yang cukup signifikan. Eksistensinya 
semakin diakui dan dibutuhkan dalam mengembangkan potensi 
sumber daya generasi muda (mahasiswa) di masa depan. Kondisi 
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ini tentu tidak terlepas dari para pengambil kebijakan di parlemen 
yang pasca reformasi makin kelihatan upaya „cerdas‟-nya, walaupun 
masih ada kebijakan dalam segmen lain yang mengecewakan.  
Sementara itu Aminuddin dalam Pendidikan Agama Islam 
Untuk Perguruan Tinggi Umum memaparkan bahwa untuk 
mewujudkan visi dan misi PAI di perguruan tinggi seperti yang 
diuraikan di atas maka diberikan pokok-pokok ajaran Islam dengan 
materi-materi ajar antara lain sebagai berikut:  
1. Konsep Ketuhanan, alam, dan manusia. 
2. Sumber-sumber kebenaran.  
3. Sumber-sumber ajaran Islam.  
4. Akidah.  
5. Syariah. 
6. Khilafah. 
7. Akhlak.  
8. Akhlak dalam bidang ekonomi.  
9. Islam, Pengetahuan, dan teknologi.  
10. Keadilan, kepemimpinan, dan kerukunan. 
Kesepuluh poin tersebut pada umumnya direalisasikan 
dengan alokasi waktu 2 SKS. Maka dapat dinyatakan betapa 
perguruan tinggi umum membutuhkan tenaga pendidik (dosen) 
yang memiliki skill yang tidak dapat diremehkan begitu saja. 
Bayangkan hanya dengan 2 SKS tujuan tersebut harus tercapai. 
Hanya tenaga pendidik (dosen) yang memiliki ketrampilan 
mumpuni yang mampu menjalani tugas ini dengan baik.6  
 
b. Problematika Pendidikan Islam di PTU 
Berdasarkan uraian kedudukan Pendidikan Islam di PTU, 
maka dipahami ada beberapa problem yang masih menjadi 
hambatan pendidikan Islam di PTU, menurut antara lain: 
(1) Beban SKS yang Minimalis (hanya 2 SKS) 
Frekuensi perkuliahan agama yang hanya 2 (dua) SKS 
dirasa kurang memadai mengingat harapan yang demikian besar 
kepada pendidikan agama. Oleh karena itu bobotnya dipandang 
perlu untuk ditingkatkan menjadi 4 (empat) SKS. Kecuali tenaga 
pendidik (dosen) di perguruan tinggi umum mampu 
                                                          
6Ibid., h. 4  
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mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mata 
kuliah lain. Begitu juga dosen untuk mata kuliah pendidikan agama 
Islam. Namun skill ini masih sulit didapat. 
(2) Pola Pembelajaran Yang Berkelanjutan 
Perlunya menjabarkan pendidikan agama di perguruan 
tinggi, sebagai kelanjutan dari materi pendidikan agama dari TK 
sampai dengan SLTA. Apabila pada tingkat TK materi pendidikan 
agama tekanannya kepada akhlak, tingkat SD kepada ibadah, 
tingkat SLTP kepada muamalat, tingkat SLTA kepada munakahat, 
maka pada perguruan tinggi materi pendidikan agama diarahkan 
kepada pengenalan terhadap perkembangan pemikiran dalam 
Islam. Penyusunan program seperti ini secara berkelanjutan dapat 
pula disusun pada mata kuliah agama lain. 
Namun pola ini lah yang belum muncul, bahkan terkadang 
kita jumpai ada tenaga pendidik yang menganggap pembelajaran 
pendidikan agama islam itu ya itu-itu saja dari SD sampai 
perguruan tinggi. Paradigma tenaga pendidik yang seperti ini 
menunjukkan betapa PAI cenderung dinilai dari segi simbolis-
kuantitatif, dan bukan substansial-kualitatif. Hal ini menunjukkan 
bahwa tenaga pendidiknya pun belum mampu menumbuhkan 
kesinambungan pendidikan itu. 
(3) Pola Pengembangan Pendidikan Islam 
Fenomena pengembangan pendidikan agama Islam di 
sekolah atau Perguruan Tinggi Umum tampaknya sangat 
bervariasi. Dalam arti ada yang cukup puas dengan pola horizontal 
lateral (independent), yakni bidang studi (non-agama) kadang-
kadang berdiri sendiri tanpa dikonsultasikan dan berinteraksi 
dengan nilai-nilai agama, dan ada yang mengembangkan pola relasi 
lateral-sekuensial, yakni bidang studi (non agama) dikonsultasikan 
dengan nilai-nilai agama. Ada pula yang mengembangkan pola 
vertical linier, mendudukkan agama sebagai sumber nilai atau 
sumber konsultasi dari berbagai bidang studi. 
 Namun demikian, pada umumnya dikembangkan pada 
pola horizontal-lateral (independent), kecuali bagi lembaga 
pendidikan tertentu yang memiliki komitmen, kemampuan, atau 
political will dalam mewujudkan relasi/hubungan lateral-sekuensial 
dan vertical linier. Dari kutipan di atas dapat dinyatakan bahwa 
masih banyak perguruan tinggi umum yang menjadikan PAI 
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sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Tidak terintegrasi dengan 
mata kuliah yang lain. Ibarat syair lagu “Kau di sana, dan aku di 
sini”. 
(4) Tenaga Pendidik/dosen Agama Islam. 
Faktor inilah yang memegang central core (intinya) 
pelaksanaan pelajaran agama Islam di Perguruan Tinggi. 
Bagaimanapun dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi harus 
sarjana dari suatu Perguruan Tinggi. 7  
(5) Perilaku mahasiswa yang menyimpang dari nilai-nilai 
akademik. 
Melalui media cetak atau pun media elektronik kita selalu 
mendapati berita yang menunjukkan berbagai perilaku mahasiswa 
yang jauh dari nilai-nilai akademik. Misalnya saja banyak mahasiswa 
yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa amoral, seperti kasus VCD 
porno, aksi tawuran, perkelahian, tindak kriminalitas yang tinggi 
(seperti pembunuhan yang dilakukan mahasiswa terhadap pacarnya 
yang sedang hamil), dan lain-lain. 
Fenomena di atas menunjukkan betapa pendidikan agama 
di perguruan tinggi nyaris „tidak tepat sasaran‟. Problem pendidikan 
agama ini tidak lain cerminan problem hidup keberagamaan di 
Tanah Air yang telah terjebak ke dalam formalisme agama. 
Pemerintah merasa puas sudah mensyaratkan pendidikan agama 
sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum. Guru agama/dosen 
merasa puas sudah mengajarkan materi pelajaran sesuai kurikulum. 
Peserta didik merasa sudah beragama dengan menghafal materi 
pelajaran agama. semua pihak merasa puas dengan obyektifikasi 
agama dalam bentuk kurikulum dan nilai rapor atau nilai mata 
kuliah, namun jauh dari implementasinya. 
(6) Lingkungan Kampus. 
Lingkungan perguruan tinggi berada harus juga dijadikan 
perhatian pendidik yang bersangkutan dalam arti lingkungan sosio-
kulturalnya; yang menjadi persoalan dalam hubungan ini ialah : 
apakah dosen dan mahasiswa harus menyesuaikan diri secara 
alloplastis atau secara autoplastis ? Juga masih dalam masalah 
lingkungan yaitu yang langsung berpengaruh pada mahasiswa 
dalam kampus, atau bahkan dalam kelas perlu diciptakan religious 
                                                          
7Ibid., h. 5  
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environment seperti adanya musholla dalam kampus, peringatan-
peringatan hari besar Islam, tatasusila dalam pergaulan, berpakaian, 
bertingkah laku sopan, dan sebagainya.8 
Dari uraian di atas, Azyumardi Azra juga mengemukakan 
bahwa: 
Pendidikan Islam memberikan kepada anak didik dorongan 
dan rasa berprestasi melalui penguasaan pelajaran dengan sebaik-
baiknya. Prestasi akademis yang mereka capai, pada gilirannya, juga 
mendorong munculnya rasa elitisme, yang kemudian memunculkan 
sikap dan gaya hidup tersendiri, termasuk dalam kehidupan politik. 
Semakin terpisah lingkungan sekolah dari lingkungan masyarakat 
pada umumnya, maka semakin tinggi pula sikap elitisme tersebut. 
Elitisme yang bersumber dari sekolah ini kemudian memunculkan 
elitisme “terpisah” dari masyarakat; tetapi pada saat yang 
bersamaan, mereka memegangi pendapat bahwa dengan 
keunggulan dan priveleges yang mereka miliki, mereka mempunyai 
“hak” alamiah untuk memerintah masyarakat.9  
Mengacu pada beberapa kutipan di atas, lingkungan 
kampus juga mendukung keberhasilan pendidikan agama Islam di 
perguruan tinggi umum. Lingkunga yang dimaksud bukan hanya 
dari segi hardware, tetapi juga software.  
Beberapa problem yang dipaparkan di atas hanyalah 
segelintir dari berbagai problem kompleks yang hadir di sekitar 
kita, antara lain dijelaskan oleh H.M. Ridwan Lubis: 
Kekhawatirannya akan fenomena problem tersebut yang 
nantinya berujung pada kegagalan pendidikan agama di perguruan 
tinggi. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan problem yang serius 
bagi jalannya pembangunan di masa depan karena dikhawatirkan 
munculnya ilmuan yang disatu sisi memiliki tingkat keahlian yang 
tinggi dalam disiplin ilmu yang ditekuninya tetapi mengalami 
kekosongan batin yaitu landasan etik, moral dan dari ketinggian 
profesionalisme itu membawa dampak negatif yaitu tidak 
diimbanginya penemuan itu dengan kokohnya prinsip-prinsip 
                                                          
8Ibid., h. 6  
9Ibid., h. 6-7 dan lihat Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan 
Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 10 
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moral. Padahal tujuan pendidikan itu sesungguhnya adalah 
memanusiakan manusia.10 
Namun, jika dihubungkan dengan tujuan pendidikan Islam 
itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan Alhaji A.D. Ajijola dalam 
Restructure of Islamic Education, adalah: 
“Islamic education is an education which trains the sensibility of 
pupils in such a manner that in their attitude to life, their actions, decisions 
and approach to all kinds of knowledge, they are governed by the spiritual and 
deeply felt ethical values of Islam. They are trained, and mentally disciplined, 
so that they want to acquire knowledge not merely to satisfy an intellectual 
curiosity or just for material worldly benefit, but to develop as rational, 
righteous beings and bring about the spiritual, moral and physical welfare of 
their families, their people, their country and mankind”. 
(terjemahan bebasnya: Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 
melatih kepekaan murid sedemikian rupa dalam menyikapi 
kehidupan, tindakan mereka, keputusan dan pendekatan untuk 
semua jenis pengetahuan, mereka dibangun secara spiritual dan 
sangat merasakan nilai-nilai etika Islam. Mereka dilatih, secara 
mental disiplin, sehingga mereka ingin memperoleh pengetahuan 
bukan hanya untuk memuaskan keingintahuan intelektual atau 
hanya untuk keuntungan materi duniawi, melainkan untuk 
berkembang secara rasional, makhluk sebenarnya dan bermental 
spiritual, moral dan sumber kesejahteraan bagi keluarga mereka, 
masyarakat disekitar mereka, negara mereka dan umat manusia).11 
Berdasarkan kutipan tujuan pendidikan Islam di atas, maka 
dapat dinyatakan betapa pentingnya solusi guna menyelesaikan 
beberapa problem tersebut. Karena problem-problem tersebut jika 
dibiarkan bisa ber-transformasi menjadi bom waktu yang siap 
meledak kapan saja. 
 
                                                          
10M. Ridwan Lubis, Aktualisasi Nilai-nilai Keislaman Terhadap 
Pembangunan Masyarakat (Medan: Media Persada, 2000), h. 76 dan Ahmad Ali 
Riyadi, Politik Pendidikan; Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, (Jogjakarta: Ar-
Ruzz, 2006), h. 179-180S.Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2001), h. 32  
11Ibid, h. 9 dan Alhaji A.D. Ajijola, Restructure of Islamic Education, (Delhi: 
Adam publisher &Distributors, 1999), h. 16 dan Aminuddin, Pendidikan Agama 
Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 37  
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c. Prospek Pendidikan Islam di PTU 
Beranjak dari beberapa problem yang telah dipaparkan di 
atas maka kenyataan tersebut telah mendorong pihak-pihak yang 
perduli akan pendidikan untuk melakukan terobosan baru yang 
dapat mencerahkan prospek pendidikan agama di PTU. Menurut 
Sri Rahayu, ada beberapa terobosan prospektif Pendidikan Islam di 
PTU, antara lain: 
1). Paradigma Baru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 
Muhaimin dalam Rekonstruksi Pendidikan Islam 
memaparkan tentang perbedaan model-model pengembangan PAI 
di perguruan tinggi umum. Perbedaan model ini muncul karena 
adanya perbedaan pemikiran dalam memahami aspek-aspek 
kehidupan. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya 
dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan dunia dan 
akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama 
Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau 
kehidupan rohani saja. 
Model mekanisme memandang kehidupan terdiri atas 
berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan 
pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing 
bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin 
yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen-elemen, yang 
masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara 
satu dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak. Hal ini 
sudah tergambar dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 
43/DIKTI/Kep/2006. Jika hal ini dapat terealisasi, maka PAI di 
perguruan tinggi umum akan cerah prospeknya di masa yang akan 
datang. 
2). Integrasi Inklusivitas Islam dalam Pendidikan Agama Islam. 
Dadan Muttaqien dalam Prospek Pendidikan Agama Islam 
di Tengah Perubahan Zaman menawarkan paradigm yang hampir 
senada dengan yang telah diuraikan di bagian „a‟. Paradigma 
tersebut dalam bentuk Integrasi Inklusivitas Islam dalam 
Pendidikan Agama Islam. Pemaparannya dalam hal ini yaitu : 
Jika masih ingin eksis dan survive, semangat inklusivitas 
ajaran Islam harus benar-benar integral dalam materi ajar dalam 
kurikulum Pendidikan Agama Islam. Namun yang perlu menjadi 
catatan jangan sampai terjebak oleh inklusivitas menurut retorika 
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Barat dalam hal-hal teori tentang pluralisme, HAM dan lain-lainnya 
karena semua itu harus dikembalikan kepada sumbernya yang asli 
yaitu al-Qur‟an dan as-Sunnah meskipun tetap dengan semangat 
yang mengkritisi setiap interpretasi terhadap kedua sumber 
tersebut. Sikap Islam terhadap pluralitas misalnya, merupakan 
sikap pertengahan di antara dua kutub ekstrim pandangan manusia 
terhadap pluralitas: yang menolak pluralitas mentah-mentah dan 
yang menerima pluralitas mentah-mentah. Pandangan manusia 
yang menolak pluralitas mentah-mentah adalah pandangan yang 
menganggap pluralitas sebagai sebuah bencana yang membawa 
pada perpecahan sehingga pluralitas harus dihilangkan dan 
keseragaman mutlak harus dimunculkan. 
Hal tersebut dapat dilihat pada “totaliterisme Barat” yang 
diwakili oleh Uni Soviet saat itu. Pandangan manusia yang 
menerima pluralitas mentah-mentah adalah pandangan yang 
menganggap pluralitas sebagai sebuah bentuk kebebasan individu 
yang tidak ada keseragaman sedikit pun. Hal ini terlihat pada model 
“liberalisme Barat” di banyak negara. Sikap Islam yang moderat, 
yang menerima pluralitas sekaligus menerima keseragaman, dapat 
dilihat dari penerimaan Islam terhadap beragam mazhab fikih, 
tetapi tetap dalam kerangka kesatuan atau keseragaman syariat 
Islam.12 
Pernyataan di atas, sebagai upaya memprotek mahasiswa 
yang cenderung „darah muda‟ yang gampang berapi-api dan labil. 
Terutama dalam menerima paham atas nama agama, seperti paham 
Negara Islam Indonesia (NII) yang marak akhir-akhir ini. Konsep 
integrasi inklusivitas ini tepat jika diterapkan di PTU, yang masih 
menyajikan Pendidikan Islam hanya 2 SKS. Karena ada juga 
beberapa PTU bobot mata kuliah Pendidikan Islam lebih 2 SKS. 
 
1.  Posisi Pendidikan Agama dalam Perguruan Tinggi Umum 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi 
Umum (PTU) merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima 
oleh peserta didik mulai dari Tingkat Dasar, Sekolah Menegah 
Pertama dan Atas. Pada November 1947 dibentuk Panitia 
                                                          
12Ibid., h. 7-8. H.M.Arifin, Kapita Selecta Pendidikan, (Semarang: Toha 
Putra, 1981), h. 47 
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Perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan 
Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan 
empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Pada 
20 Februari 1951 Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII), yang 
berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950, bergabung dengan UII 
yang berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai wujud penghargaan 
pemerintah bagi Yogyakarta sebagai Kota Revolusi, kepada 
golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) 
yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 
tanggal 16 Desember 1949. 
Sementara itu, kepada golongan Islam diberikan Perguruan 
Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas 
Agama UII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 
1950. Peresmian PTAIN dengan jurusan Da‟wah (kelak 
Ushuluddin), Qodlo (kelak menjadi Syari‟ah) dan Pendidikan 
(Tarbiyah) menjadi Perguruan Tinggi Negeri dilakukan pada 26 
September 1951. Sementara di Jakarta, enam tahun kemudian 
berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 14 Agustus 
1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 
1957. Karena pentingnya arti dan fungsi pendidikan agama di 
pendidikan tinggi, pemerintah mengambil langkah strategis dalam 
merumuskan dan memasukkan pendidikan agama pada kebijakan 
negara di bidang pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada 
amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 3 yaitu “Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 
mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa”. 
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 
tahun 1989 telah diamanatkan dalam bab IX pasal 39, ”Isi 
kurikulum pada setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib memuat 
pendidikan agama”. Hal yang sama juga termaktub dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 bab V 
pasal 12 bagian 1 (a) menyebutkan bahwa “Setiap peserta didik 
pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama 
sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik 
yang seagama”. Di dalam Kurikulum Pendidikan Agama di PTU 
dan UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat 2, pendidikan agama 
merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam 
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meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama 
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan dengan 
memperhatikan tuntutan untuk menghormati agam lain dalam 
hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk 
mewujudkan persatuan nasional. 
Berdasarkan pengertian pendidikan agama yang tertuang 
dalam kurikulum PTU dan UUSPN tersebut, pendidikan agama 
yang diselenggarakan di PTU diharapkan dapat membentuk 
kesalehan peserta didik baik kesalehan pribadi maupun kesalehan 
sosial, sehingga pendidikan tidak menumbuhkan semangat 
fanatisme, menumbuhkan sikap intoleran di kalangan mahasiswa 
dan masyarakat Indonesia dan memperlemah kerukunan hidup 
beragama serta kesatuan nasional. 
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik 
memang sangat rentan munculnya konflik dan perpecahan 
masyarakat, sehingga pendidikan agama dalam kalangan 
mahasiswa, dapat dipandang sebagai pisau bermata dua, menjadi 
faktor pemersatu sekaligus faktor pemecah belah. Fenomena 
semacam ini, menurut Muhaimin paling tidak, akan ditentukan 
oleh : 
(1)  Teologi agama dan doktrin ajarannya, 
(2)  Sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan 
menghayati agama tersebut, 
(3)  Lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya, dan 
(4)  Peranan dan pengaruh dosen yang mengarahkannya.  
Jadi, tujuan pendidikan agama yang diberikan pada 
mahasiswa secara umum dalam rangka membentuk pribadi-pribadi 
yang saleh, baik saleh kepada Tuhan maupun saleh kepada 
sesamanya. Dalam konteks ini, pendidikan agama ingin 
membentuk mahasiswa agar menciptakan kebaikan baik untuk 
dirinya maupun untuk masyarakatnya dan mencetak calon-calon 
pemimpin yang memiliki kepribadian yang penuh tauladan.  
 
2.  Posisi Pendidikan Islam sebagai Bagian dari Kurikulum 
Mengacu kepada tujuan UUSPN No. 2/1989 mengenai 
penyelenggaraan pendidikan agama di perguruan tinggi, maka 
muatan kurikulum pendidikan agama untuk PTU paling tidak 
dapat meliputi: (1) al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran, (2) 
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keimanan sebagai basis segala perbuatan manusia, (3) akhlak 
sebagai sistem nilai, dan (4) masalah-masalah kemanusiaan. Empat 
aspek ini merupakan materi umum bagi pengembangan materi-
materi lainnya. Materi-materi ini, sesuai prinsip dan asas kurikulum 
bukan mengulang materi yang sudah dipelajari dan dialami di 
tingkat-tingkat sebelumnya, melainkan lebih dikembangkan pada 
aspek-aspek yang lebih bersifat filosofis dan mengarah pada 
wilayah-wilayah partisipatoris, sebagaimana dapat dilihat dalam 
metodologi pendidikan agama. 
Sebagaimana diungkapkan bahwa: 
Indonesia yang tengah terjangkit penyakit sosial begitu 
menahun seperti KKN, misalnya, kurikulum yang dikembangkan 
tidak terbatas pada materi mencuri (syirqah), sebagaimana dalam 
fikih selama ini. Materi ini harus dikembangkan dengan melibatkan 
ilmu sosial, ilmu politik, etika, dan lain-lain. Hal ini sangat 
berkaitan dengan keteladanan, kemiskinan, tingkat pendidikan, 
akhlak, politik dan sebagainya, sehingga mengajarkan agama tidak 
cukup ilmu agama, tetapi bagaimana mendialektikakan fenomena-
fenomena tersebut dengan realitas empiris, sehingga agama bukan 
dijadikan satu-satunya faktor yang disalahkan ketika terjadi 
berbagai krisis tersebut. Oleh karena itu, pendidikan agama harus 
mencakup pula masalah-masalah kontemporer yang urgen di 
masyarakat.13 
Dengan demikian, Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi 
Umum, menurut Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 
38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata 
Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, 
merupakan salah satu mata kuliah kelompok pengembangan 
kepribadian (MPK). Hal demikian juga dinyatakan bahwa: 
 Misi mata kuliah tersebut menjadi sumber nilai dan 
pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam 
mengantarkan peserta didik mengembangkan kepribadiannya. 
Sedangkan misinya membantu peserta didik agar mampu 
mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni yang diuasainya dengan rasa 
                                                          
13http://yunushadi.blogspot.com/2012/06/pendidikan-agama-ada-
perguruan-tinggi.html, 23 Oktober 2013, pukul 3:07, h. 1 
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tanggung jawab kemanusiaan. Berdasarkan visi dan fungsi 
pendidikan agama di PTU, maka secara konseptual pendidikan 
agama di PTU dikembangkan ke arah paradigma organisme. 
Tetapi, realitas di lapangan PTU pada umumnya masih berkutat 
pada paradigma dikotomis atau mekanisme.14 
Dalam rangka mengimpelementasikan paradigma 
organisme itulah, maka dalam pembelajaran perlu dipergunakan 
model penjelasan yang rasional, di samping pelatihan dan 
keharusan melaksanakan ketentuan-ketentuan doktrin spiritual dan 
norma peribadatan.  
 
3. Persoalan Pendidikan Islam di PTU 
Realitas Pendidikan Agama di PTU secara umum masih 
berada di pinggiran (marjinal), meskipun secara ideal dan 
semboyan mata kuliah agama berada di “pusat”. Berkaitan dengan 
ini, nilai mata kuliah agama sering mendapat predikat “nilai 
dongkrakan” dan tidak menentukan bobot kelulusan akademik, 
sebagaimana mata kuliah-mata kuliah lain.  
Jika nilai agama terlalu rendah dan karena itu mahasiswa 
tidak lulus, maka nilai agama itu didongkrak agar mahasiswa yang 
bersangkutan lulus. Di beberapa perguruan tinggi di bagian timur 
Indonesia, pengajaran agama disejajarkan dengan pengajian di 
majlis ta‟lim. Kesan marjinalisasi mata kuliah agama itu dikukuhkan 
dengan oleh sebagian para pimpinan perguruan tinggi yang 
menganggap mata kuliah agama sebagai mata kuliah pelengkap. 
Perkuliahan agama biasanya dilaksanakan secara masal dalam 
jumlah mahasiswa yang “overload” dalam satu ruangan yang 
diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan dengan 
alasan efisiensi. Bahkan dikemukakan bahwa: 
Nasib mata kuliah agama tidak hanya sampai di situ, akibat 
rasio jumlah mahasiswa yang tidak ideal dan proporsional, 
mahasiswa tidak dapat diperhatikan lagi. Bahkan, perkuliahan 
agama ditempatkan pada semester pendek yang hanya dilakukan 
beberapa pertemuan saja, hanya untuk menghilangkan kesan 
sebagai perguruan tinggi yang sekuler. Menurut Muhammad Alim , 
ada beberapa perguruan tinggi yang justru menghilangkan 
                                                          
14Ibid., h. 2-3  
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perkuliahan agama. Di samping itu, materi mata kuliah agama 
terasa belum mampu berperan sebagai sumber pengembangan 
iptek dan pedoman perilaku keseharian, baik dalam kerja sebagai 
ilmuwan maupun dalam pergaulan sosial.15  
Materi kuliah agama dipelajari secara parsial dan lepas 
kaitannya dengan mata kuliah-mata kuliah lainnya. Dengan kata 
lain, mata kuliah agama belum menunjukkan link and match 
dengan mata kuliah-mata kuliah lain. Dampak dari marjinalisasi 
mata kuliah agama itu, standar kompetensi dosen kurang 
diperhatikan.  
Dalam kaitan ini, dosen agama sering mendapat predikat 
“cepat minggir dan parkir”. Sebaliknya, jika ada kekuarangan moral 
segenap civitas akademika, tuduhan justeru sering diarahkan 
kepada dosen agama. Masa depan dan karir dosen agama tampak 
masih belum prospektif. Di beberapa perguruan tinggi, masih 
jarang dosen agama lulusan S2 atau S3. Bahkan banyak di antara 
mereka belum memiliki gelar akademik, kecuali pengalaman dan 
pengetahuan agama, yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan 
untuk mengajar. Beberapa pengamat justru melihat bahwa orientasi 
pendidikan agama memang sudah jauh dari idealisme pendidikan 
agama yang dapat membentuk manusia saleh. Harun Nasution 
mensinyalir bahwa pendidikan agama hanya diberikan dalam 
konteks “pengajaran” semata. Ini dinyatakan: 
Dalam terminologi Mohtar Bukhari (1992), pendidikan 
agama itu hanya berorientasi pada aspek kognitif semata dan 
mengabaikan pembinaan aspek-aspek apektif dan konatif-volitif 
(kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam). 
Dari sinilah terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan 
pengalaman, antara gnosis dan praxis dalam kehidupan nilai agama. 
Pendapat serupa dikemukakan oleh Komarudin Hidayat dalam 
Fuadudin Hasan Bisri (1999), demikian juga Maftuh Basyuni 
(2004). Dalam bahasa berbeda, M. Amin Abdullah menyebut 
pendidikan agama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia pada 
umumnya lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis 
keagamaan yang bersifat kognitif, dan kurang concern terhadap 
persoalan-persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama 
                                                          
15Ibid., h. 5  
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yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu 
diinternalisasikan dalam diri peserta didik melalui berbagai cara, 
media dan forum. Dalam bahasa yang sederhana, realitas 
pendidikan agama masih berorientasi to have Religion dari pada 
Being Religious Oriented.16 
Dilihat dari segi metodologi, mata kuliah agama belum 
banyak yang diintrodusir oleh sisi-sisi rasionalitas ajaran agama. 
Pada umumnya mata kuliah agama diberikan segi tradisionalnya 
dan terkesan adanya pengulangan-pengulangan dengan tingkat 
sebelumnya, sehingga mata kuliah agama tidak diterima sebagai 
sesuatu yang hidup dan responsif dengan kebutuhan mahasiswa 
dan tantangan zaman. Hal ini, antara lain, disebabkan belum 
adanya kejelasan pembagian kerja dan kurikulum pengajaran agama 
di tingkat-tingkat sebelumnya dan perguruan tinggi. Hal demikian 
sebagaimana diungkap di bawah ini: 
Modal dasar pengetahuan agama mahasiswa beragam, dan 
mutu dosen masih perlu ditingkatkan . Furchan (1993) 
menambahkan bahwa penggunaan metode pembelajaran agama 
masih menggunakan cara-cara pembelajaran tradisional, normatif 
ahistoris dan akontektual. Di sisi lain, Towaf (Muhaimin, 2007) 
menambahkan bahwa kompetensi tenaga pengajar yang minim 
dapat menghambat pendidikan agama di perguruan tinggi. 
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa banyak tenaga pengajar 
yang kurang mampu melakukan elaborasi, inovasi dan kreasi materi 
yang sebenarnya dapat didialogkan dengan konteks sosial budaya, 
tetapi justeru kembali mengajar dengan menggunakan sistem 
tradisional-normatif.17  
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka realitas 
pendidikan agama masih sangat memprihatinkan baik dari segi 
pengertian pendidikan yang disalahartikan, orientasi, kurikulum 
yang terbatas pada aspek normatif dan kurang menyentuh realitas, 
materi dan muatan yang belum jelas, metodologi yang parsial, dan 
dosen yang kurang mendapatkan perhatian dari lembaga 
pendidikan bersangkutan. Hal ini perlu dicarikan solusi untuk 
memecahkannya. 
                                                          
16Ibid., h. 6-7  
17Ibid., h. 7  
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Persoalan lain yang terdapat pada pendidikan agama di 
perguruan tinggi umum adalah peranan pengelolaan pendidikan 
agama serta dampak implikasinya terhadap poltisi. Maksudnya 
adalah, kebijakan lama yang sampai sekarang masih berlaku yaitu 
memisahkan antara pendidikan Islam yang dikelola dan dibina oleh 
Departemen Agama dan pendidikan umum yang dibina dan 
dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional, harus ditinjau 
kembali.  
 
2. Fenomena Kajian Islam di Universitas Lambung 
Mangkurat 
Fenomena kajian Islam yaitu pendidikan Islam di 
Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Kalimantan 
Selatan segera membangun laboratorium praktikum Pendidikan Al 
Quran sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengkaji dan 
memperdalam Kitab Suci umat Islam tersebut. Hal demikian 
diungkapkan oleh Rektor Unlam Prof HM Ruslan 
 usai peletakan batu pertama pembangunan laboratorium di 
Kampus Unlam Banjarmasin oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, 
Selasa mengatakan, pembangunan laboratorium tersebut 
merupakan pembangunan yang didambakan sejak lama.18 
Menurutya pula:  
“Kami harapkan dengan terbangunnya laboratorium 
tersebut pendidikan Al Quran bisa lebih berkembang,” katanya, 
Selasa (6/12/2011). Apalagi di era globalisasi saat ini, masalah 
pendidikan karakter kembali mencuat karena mulai turunnya nilai-
nilai karakter bangsa.  
Ketua Pengembangan Mutu Pendidikan Unlam Suryansyah 
mengatakan, laboratorium tersebut juga dipersiapkan membantu 
pemerintah dalam menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Baca tulis Al Quran. “Pemerintah telah mewajibkan baca 
tulis Al Quran masuk kurikulum sekolah, sehingga kita bertugas 
mempersiapkan tenaga pengajarnya,” katanya. Dengan demikian, 
kata dia, program pelajaran Al Quran akan menjadi mata kuliah 
yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa PGSD untuk 
                                                          
18http://www.fimadani.com/universitas-lambung-mangkurat-
bangung-laboratorium-pendidikan-al-quran/, 23 Oktober 2013 
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meningkatkan pengetahuan, wawasan serta pemahaman terhadap 
kitab suci tersebut. Melalui pendidikan dan mata kuliah tersebut, 
kata dia, pemerintah tidak perlu lagi melakukan pelatihan atau 
pendidikan khusus Al Quran bagi para guru SD sebagai 
konsekuensi dari pemberlakuan Perda tersebut.19 
Peletakan batu pertama pembangunan laboratorium 
tersebut dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin. 
Menurut Rudy, pihaknya akan terus membantu pembangunan dan 
operasional Unlam melalui dana APBD. “Saya, istri saya Hayatun 
Fardah serta dua anak saya merupakan Alumni Unlam, jadi kami 
akan terus mendukung pengembangan kampus ini,” katanya. 
Sebelumnya, Gubernur mengatakan mulai tahun ajaran 2010 baca 
tulis Al Quran menjadi salah satu materi wajib bagi seluruh sekolah 
di daerah ini. Hal itu berdasarkan Peraturan daerah (Perda) nomor 
3 tentang Wajib belajar Al Quran di sekolah umum mulai tahun 
ajaran 2010-2011. Menurut Gubernur, penerapan Perda Baca Tulis 
Al Quran tersebut sebagai salah satu upaya strategis pemerintah 
daerah (Pemda) dalam mendorong terwujudnya generasi Qurani. 
Hal ini juga dikemukakan pula bahwa: 
“Saya ingin generasi muda Kalsel akan tumbuh menjadi 
generasi islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia,” 
katanya. Dengan adanya perda tersebut, kata dia, pelajar bisa 
memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempelajari kandungan 
Al Quran dan menjadikan kitab suci tersebut menjadi sumber ilmu 
dan pedoman hidup. Rudy mengatakan, dengan tercetaknya 
generasi yang cinta Al Quran diharapkan akan muncul masyarakat 
yang religius, yang mempunyai akhlak mulia, dan kokoh 
kepribadiannya. Apalagi, menghadapi arus globalisasi dimana 
beragam budaya dari luar tumbuh dan berkembang tanpa ada yang 
mampu menghalangi dan melarangnya, sehingga satu-satunya 
upaya yang bisa dilakukan adalah membentengi generasi muda 
dengan akhlak mulia dan kekuatan agama serta keyakinan.20 
Dengan demikian, pendidikan Islam di PTU masih secara 
substansial memiliki kesamaan dengan di PTAI yang bertujuan 
untuk mengembangan pemahaman dan seikap serta perilaku 
                                                          
19Ibid.  
20Ibid.  
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mahasiswa menjadi insane yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa sserta memiliki akhlak yang mulia daalam 
kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.  
 
3. Penelitian Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial  
 Sebagai tindak lanjut pengembangan teori-teori keilmuan 
Islam di bidang hukum Islam dan pranata sosial dapat dilakukan 
dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pembidangan ilmu 
keislaman, maka bidang hukum Islam dapat dijelaskan, bahwa 
bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) dan Pranata Sosial 
 Ini terdri atas disiplin ilmu yaitu: Ilmu Fiqh Islam (Hukum 
Islam) dengan sub disiplin ilmu meliputi: Ilmu Fiqh, Madzahibul Fiqh 
Islami, Perbandingan Mazhab, Sejarah Perkembangan hukum Islam, dan 
Peradilan Agama Islam. Disiplin ilmu Ushul Fiqh dengan sub disiplin 
ilmu yaitu: Ushul Fiqh/Ushul Fiqh Muqaran, dan Filsafat Tasjriil 
Islami. Disiplin ilmu Pranata Sosial dengan sub disiplin ilmu yaitu: 
Fiqh Siyasi, dan Institusi Masyarakat Islam; serta disiplin Ilmu Falak.21  
 Bidang Ilmu Fiqh (Hukum Islam) dan Pranata Sosial dalam 
pelaksanaannya secara institusional akademik dikembangkan dalam 
kegiatan Pendidikan dan pengajaran (dikjar) di Fakultas Syari‟ah 
pada beberapa Jurusan/Prodi yaitu: Mu‟amalah, Ahwalus 
Syahsiyah, Jinayah Siyasah, dan dapat dikembangkan lagi menjadi 
beberapa Prodi bahkan konsentrasi seperti Perbandingan Mazhab 
Fiqh, Mdzhab dan Hukum, Administrasi Keperdataan Islam, 
Siyasah Sya‟iyah (Ketatanegaraan Islam), Perbankan Syari‟ah, 
Asuransi syari‟ah (Takaful), Perbandingan Mazdhab Fiqh Khusus, 
Peradilan Agama, Perdata Islam, Pidana Islam, Ekonomi Islam, 
dan lain-lain.22 
 Di bidang penelitian, bahwa Ilmu Fiqh (Hukum Islam) dan 
Pranata Sosial dibedakan dan dikembangkan menjadi penelitian 
agama dan penelitian keagamaan.23 Penelitain agama mengkaji tentang 
                                                          
21Ditbinperta, Pedoman Pelaksanaan Penelitian PTAI, (Jakarta: Ditbinperta 
Depag RI, 1998), h. 2.  
22Tim Penyusun, Pedoman Akademik Sekolah Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 3. 
23Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 37-44.  
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doktrin yang bersumber dari teks-teks muktabar (Qur‟an dan 
Hadits) yang mengandung kebenaran absolut karena bersumber dai 
wayhu Tuhan. Sementara penelitian keagamaan mengkaji agama 
dipandang dari sudut realitas sosial. Dalam penelitian keagamaan 
ini dalam implementasinya dapat dikaji dengan pendekatan teori-
teori ilmu-ilmu sosial (social sciences) seperti sosilogi, antropologi, 
bahkan ilmu sejarah dan filologi.24 Untuk mengkaji ilmu-ilmu sosial 
dalam hukum Islam lebih dibutuhkan penelitian dengan 
pendekatan kualitaif dilihat dari aspek metodologinya. 
 Selanjutnya, dalam metodologi penelitiaan kualitatif di 
bidang hukum Islam dan pranata sosial secara substantif lingkup 
pembahasannya meliputi penelitian dalil, penelitian kaidah, penelitian 
ulama (kajian tokoh yaitu tokoh fiqh),penelitain mazhab fiqh, penelitian 
kitab fiqh, dan penelitian subtantif fiqh.  
 Tentunya, lingkup pembahasan fiqh dan pranata sosial 
dengan menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif 
tersebut perlu dikembangkan dalam upaya: 
 (1) pengembangan teori-teori hukum Islam dan pranata sosial. 
 (2)  implementasi teori-tori hukum Islam dan pranata sosial 
dalam realitas sosial kehidupan masyarakat di bebagai sektor 
kehidupan bahkan menjadi solusi terhadap problem umat 
dan pembangunan (peradaban). 
 (3)  mengembangkan wilayah kajian hukum Islam dan pranata 
sosial pada objek dan tujuan penelitian yang diorientasikan 
kepada penelitian kompetitif dan unggulan.  
 
4. Hukum Islam dan Pranata Sosial dalam Penelitian 
Kompetitif dan Unggulan 
Pada dasarnya, penelitian memiliki berbagai tingkatan 
dilihat dari segi jenis, sasaran, dan tujuannya, yaitu penelitian 
individu dan kolektif di kalangan dosen dan tenaaga penelit, 
penelitain unggulan. Begitu pula penelitian unggulan ada yang 
bersifat terpadu dan yang bersifat kemitraan. Dalam hal ini, wilayah 
kajian bidang ilmu hukum Islam dan pranata sosial dapat diteliti 
dalam semua jenis penelitian tersebut. Akan tetapi, berkaitan 
                                                          
24Koentjaraningrat danm A.A. Loedin, Ilmu-ilmu Sosial dalam 
Pembangunan Kesehatan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), h. 30.  
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dengan pelatihan tingkat lanjut bagi dosen senior patut 
dikemukakan secara singkat penelitian unggulan seperti Riset 
Unggulan Terpadu (RUT) di bidang hukum Islam dan pranata 
sosial. 
 RUT memiliki ruang lingkup prioritas/bidang penelitian 
dilaksanakan pada setiap tahun anggaran program RUT. 
Prioritas program RUT adalah bidang-bidang yang diutamakan 
bahkan yang dianggap penting untuk dipertimbangkan. 
Misalnya, RUT IX Tahun Anggaran 2002/2003 memiliki 11 
topik bidang-bidang:  
(1)  sosial budaya, yaitu dampak teknologi terhadap prilaku, 
hubungan pusat dan daerah, dukungan massa pada 
pembangunan berbasis ipetk, mengantisipasi dan mengatasi 
konflik sosial politik di daerah rawan. 
(2)  pengembangan sistem-sistem nasional, sektoral dan daerah. 
(3)  pertanian dan pangan. 
(4)  kesehatan. 
(5)  lingkungan. 
(6)  kalautan, kebumian, dan kedirgantaraan. 
(7)  transportasi dan logistik. 
(8)  energi (efisiensi ekonomi, penyimpanan, transmisi, dan 
distribusi). 
(9)  manufaktur (terutama untuk industri kecil dan menengah, 
simulasi, pemodelan, pengendalian, manajemen produksi 
termasuk pemasarannya). 
(10) informasi dan mikroelektronika (pengembangan sistem, piranti 
keras dan lunak, serta pemanfaatan). 
(11) bahan baru seperti: keramik, komposit, polimer, bahan 
kinerja tinggi. Sebelas prioritas/topik bidang dalam Program 
RUT ini yang terkait dengan riset dan teknologi agar diteliti 
yang dibiayai oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi 
yang ditangani langsung oleh Punas Ristek).25  
 Pada dasarnya kesebelas bidang penelitian program RUT 
secara umum dapat dilaksanakan dalam penelitian hukum Islam 
dan pranata sosial sebab semuanya itu bersentuhan dengan 
                                                          
25Uraian lengkap lihat, Kantor Menristek, Buku Panduan Riset Unggulan 
Terpadu (RUT) IX, (Jakarta: Menristek, 2000), h. 5-12.  
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masyarakat dan pembanguanan terutama dilihat dari segi nilai 
normatif pada subsatsi fiqh yang bertujuan memberikan 
kemashlahatan kepada banyak pihak. Namun demikian, ada 
beberapa bidang dari ebelas bidang RUT tersebut yang langsung 
bersentuhan dengan objek kajian dan sasaran daripada tujuan 
hukum Islam dan pranata sosial, yaitu: 
(1) sosial budaya, yaitu dampak teknologi terhadap prilaku, 
hubungan pusat dan daerah, dukungan massa pada 
pembangunan berbasis ipetk, mengantisipasi dan mengatasi 
konflik sosial politik di daerah rawan. 
(2) pengembangan sistem-sistem nasional, sektoral dan daerah; 
yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. 
(3) lingkungan.; dan dewasa ini masalah lingkungan dikaji dan 
diteliti terutama dari sudut pandang kearifan lokal misalnya 
terwujudnya keadilan ekologi yang selama ini terabaikan oleh 
pengambil kebijakan. Contohnya, masalah pemanasan global, 
masalah ramah lingkungan, dan sejenisnya saya pikir perlu 
mendapat perhatian dari pengambil kebijakan dan kalangan 
akademisi seperti dosen dan peneliti dapat menyumbangkan 
hasil penelitian unggulannya untuk memberikan solusi atas 
probelm yang dihadapi oleh masyarakat. 
 Pelaksanaan riset dari topik-topik bidang Program RUT di 
atas, harus memperhatikan kebijakan pembangunan hukum 
nasional yang yang diarahkan pada kepada terwujudnya kepastian, 
keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan, dan melindungi warga 
(masyarakat) dan lingkuang. Upaya mewujudkan kebijakan hal 
tersebut dengan pendekatan bidang hukum Islam dan pranata 
sosial, maka penelitiannya diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:  
(1) Pendinamisan momentum pembangunan. 
Yakni mengerahkan sember daya iptek atasi dampak 
krisis dan manfaatkan peluang yang terbuka untu 
merevitalisasi momentum pembangunan. 
(2) Pempanan tatanan sosial politik. 
Yakni mengkaji berbagai perubahan paradigma, 
menelaah kelemahan struktur dan kelembagaan yang 
perlu diatasi seacara berkesinambungan untuk 
mengukuhkan landasa pembangunan nasional.  
(3) Pemberlanjutan pembangunan ekonomi. 
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Yakni memperkuat peningkatan efektivitas dukungan 
ipetk, dan memperkuat insentif untuk memperkuat 
struktur sistem atau sistem produksi nasional.  
(4) Reposisi kelembagaan Iptek. 
Yakni meletakkan kelembagaan iptek agar dapat 
memposisikan strategi dalam pelaksanaan pemba-ngunan 
nasional. 
(5) Penigkatan kemandirian dan keunggulan.  
Yakni meningkatkan daya serap kemajuan iptek , dan 
menumbuhkan kemampuan inovasi seabagai dasar 
pembentukan kemandirian dan keunggulan.  
(6) Penyelarasan dengan perkembangan global. 
Yakni menyediakan dukungan iptek untuk 
mengembangkan kemampuan pengelolaan segala 
kecenderungan dan keprihatinan global, serta 
meningkatkan kompabilitas pembangunan nasional 
dengan kecenderungan global.26 
 Keenam hal di atas agar diperhatikan oleh tenaga dosen 
atau peneliti yang melakukan penelitian unggulan di bidang hukum 
Islam dan pranata sosial guna mengembangkan dan 
menyumbangkan secara teoritis dan aplikatif tentang hukum Islam 
dan prana sosial, baik secara akademik ataupun sosial-
kemasyarakatan dan pembangunan nasionla di Indonesia, dan 
dunia internasional pada umumnya. 
 
C. Kesimpulan  
 Untuk menutup uraian di atas perlu dikemukakan 
kesimpulan, bahwa kajian Islam yang diajarkan di perguruan tinggi 
umum pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan materi agama 
Islam di PTAI, tetapi di PTU bersifat lebih umum, sedangkan di 
PTAI dikembangkan menjadi beberapa fakultas dan program studi. 
Namun demikian, tujuannyaa sama bagi peserta didik ialah agar 
peserta didik memiliki pengetahuan Islam yang luas, kesadaran 
yang mendalam dalam sikap dan perilaku sebagai umat Islam 
sekaligus sebagai warga Negara NKRI yang baik.  
                                                          
26Ibid., h. 15-20.  
Ijtimaiyya, Vol. 6, No. 2, Agustus 2013 
Jurnal Pengembangan Masyarakat 
112 
Agama Islam sebagai doktrin mengandung hukum dan 
pranata sosial yang dapat diteliti dari pendekatan penelitin agama 
dan penelitian keagamaan. Namun demikian, penelitian keagamaan 
lebih memberikan lingkup kajian dan tujuan yang lebih luas, 
kontekstual, dinamis, dan solutif terhadap perkembangan 
kehipupan umat dan pembangunan. Penelitian keagamaan tersebut 
memperlihatkan penelitian unggulan di bidang hukum Islam agar 
terus dilakukan dan dikembangkan oleh kalangan akademisi 
(dosen) dan peneliti dengan menggunakan berbagai pendekatan 
metodologinya terutama secara kualitatif. Untuk itu, perlu ada 
kerjasaya yang sinergis antara PTU dan PTAI dalam meningkatkan 
mutu tridarma, baik dalam pendidikan dan pegajaran pendidikan 
Islam, maupun penelitian dan pengabdian kepaada masyarakat.  
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